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TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA
SATUAN PENDIDIKAN NEGERI YANG DISELENGGGARAKAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat
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KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KUDUS,

bahwa dalam meringankan biaya operasional sekolah,
Pemerintah memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah;

bahwa guna mewujudkan pengelolaan dana Bantuan
Operasional Sekolah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan Dbertanggung jawab, perlu menetapkan
Pengangkatan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah
pada Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan
Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2017;

bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal
11 Januari 2017 Nomor 910/100/SJ tentang Petunjuk Teknis
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan  Serta
Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan
Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota
Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pengangkatan
Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan
Pendidikan Negeri merupakan kewenangan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pengangkatan Bendahara Dana Bantuan Operasional
Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan
Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

11.

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara(Lemabaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rapublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah
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diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 193);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 27
Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Mengangkat Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan
Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017,
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Satuan
Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2017, sebagaimana dimaksud diktum
KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai peraturan
perundang-undangan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 Juli 2017



BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

Tembusan :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah;

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;

3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terkait.
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